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NOMOR 4 TAHUN2O19

TENTANG

PENEf,APAN TARGET PER TRTITUI.AN ATAS PFNCAPAIAN PENERIMAAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA'A [.TTARA,

a. bahwa Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapa.tan Asli
Daerah (PAD), maka aparat pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ditunhrt lebih p,rofessional dalam

melaksanakan tuga$ya sebagai pengelola Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk meningkat}an pengelolaan potensi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah

dapat memberikan Insentif sebagai motivasi kepada para

aparat atau Instansi Pelaksana Femungut Pajak Daerah
kinedadan Retribusi Daerah yang telah

tertentu atau target per triwulan;
c. bahwa s

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Ferahrran Bupa.ti Toraja Utara tentang Penetapan Target

Per Ttiwulan Atas Pencapa.ian Penerimaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Tahun Angaran 2O19.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
IGt€nhran Umum dan Tata Cara Ferpajat<an (kmbaran
Negara Republik Indoneeia Tahrm 1983 Nomor 49,

Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa lrdi
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pcngganti



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 t€ntang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpejakan Menjadi
Undang-Undang (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomo,r 4999);
2. 19 Tahun 1997

nenagihan Pajak dengan Surat kksa (L€rnbafran Negara
Indoneeira Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Negara Republik lndonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah t€raldir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Ferubahanatas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Palcsa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Nomor 26 Tahun 1999 tentang
Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi dan Nepoticme tlrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Noraor 3O Tatrun 20O2 tentang l(omisi Pemberantasan
Ttndak Pidana l(orupsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 425O);

Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Irmbara Negara Republik Indonesia
Tahun 20O2 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41E9);

5. Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan feuangan axrtara Pemcrintah hrsat dan

Daerah Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undarrg-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentana
Pembenhrkan lhbupaten Toraja Utara di
Sulaurcsi Setatan (I"embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Feraerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244,Tambehan Iembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahrn
2015 tentang Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 terrltang Femerintahan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan tembaran Negera Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang

Tata Cara Femberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Da€rah

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

t€rttarrg Kriteria Wadib Pajak yanB Wajib

Meryrelengarakan Fembukuan dan Tata Cara

Pembukuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

trntang Homan Pengelolaan lcuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa keli gsrakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (B€rita Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

12. lGputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun

1997 tentang Pnosedur Pengesahan Perahrran Daerah

tentang PaiaL Daeratr dan Retritnrsi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun

LggZ tarttarr1 Tata Ca.ra Pemeriksaan di Bidang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Perahrran Daeratr lbbupatcn Toraja Utara Nomor t1

Tahun 2O1O tentang Fokok-Fokok Pengelolaan lGuangan

Daerah (Irmbaran Daerah l(abupaten Toraja Utara

Tahun 2O1O Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah

I(abupa.ten Toraja Utara Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 2

Tahun 2O1l tentang Pajak Daerah (Iembaran Daeratt

IGbupa.ten Toraja Utara Tahun 2OLl Nomor 2,

Tambahan kmbaran Daeratr l(abupaten Toraja Utara
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Nomor 6), sebagaimana tclah diubah trbcrapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah

Utara Nomor I Tahun 2Ol7 tr;ntang
Toraja
Kedua

atas Peraturan Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 2

Tatrun 2O11 tcntang Pajalr Daeratr (L€mbaran Daeratt

Toraja Utara Tahun 2Ol7
Tambahan kmbaran Daerah Kabupa.tcn Toraja Utara

Nomor 73);
17. Perahrran Daeratr l(abupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Fembenhrkan dan
Perangkat Daerah (Lcmbaran Daeratr l(abupaten Toqja
Utara Tatrun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Daerah l(abupaten Toraja Utara Nomor 61);

18. Ferahrran Daerah lGbupaten Toraja Utara Nomor 13

Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Fendapa.tan dan Belanja
Daerah lhbupa.ten Toraja Utara Tahun 2Of9 (Iembaran

19. Perattrran Bupa:ti

Toraja UtaraTahun 2019 Nomor 13);

Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2O16

tentang Susunan Organisasi, IGdudukan, Tfrgas Fokok,
Fungsi, dan Ttrgas serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah lbbupa.ten Toqia Utara (kmbaran
Daeratr lGbupaten

1,

ttrarEYm

20.
TorajaUtaraTahun 2Ot6 Nomor 75);
Toraja Utara Nomor 5O Tahun 2018

tentang Fenjabaran Angaran Fendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 (Berita
Daeratr l(abupaten Toqja Utara Tatrun 2019 Nomor 51).

PENETAPAN TARGEf, PER
ATAS

DAN
20t9.

TNIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah lkbupa.ten Torqia Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan

pemerintahan oleh Daerah dan Decan
Ferurakilan Ralqfat Daerah menurut asas otonomi dan

4



tugas pembantuan dengen prinsip seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara lGsatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara

Republik Indoneeira Tahun 1945.

3 adalatr Bupati sebagai lmsur
penyelengara Pemerintahan Daerah yang mempimpin

urusan
kewenangan daerah otonom.

4. tGpalaDaerahadafah Bupati TorajaUtara.
5. Dewan Rakyat Daerah yang selanjutnYa

disingkat DPRD adalah Dewan

Daeralr
Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Toraja Utara.
Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat

adafah
Toraja Utara.

8. Fejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hrgas

tertentu dibidqng Daerah dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9- Badan adelalt sekrmprrlan orang dan/atau 6.6dal yan{,

baik yang usaha

maupun yang tidak
perseroan terbatas,

melakukan usaha Yang meliPuti

lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMI{), atau Badan

usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekufiran, perkumpulan, Jrayasran, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bcnhrk Badan lainrrya tcnnasuk kontrak irrvestasi

kolektif dan bentuhusaha tetap'

1O, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribuai Dacrah

yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan

yang diberikan sebagei penglurggan atas

kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak

Daeratl dan Retribusi Daerah.

ll.Pajak Daeratr, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib
orang pribadi

kepa.da Daerah yang tcrutang oleh

Badan yang bersifat

sebagai unsur penyelenggara Femerintahan

7.
Daeratr

dengan tidak

mendapa.tkan imbatan secara langsung dan digunakan



unflrk keperluan Daerah bagt sebesar-besarnya

kemakmuran ralryat.
l2.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daeratr sebagai pembayaran atas jasa

atau pernberian lzin tertentu yang khusus discdiakan

dan/atau oleh Daerah unttrk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

13.Angsmn dan Daerah yang

sctanjutqra aisingkat APtsD adalah rencants keuangart
tahunan Pemerinah Daerah fiang disetrrjuai oleh Dewan

Perwakilan Ratyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegeten mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentualr besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah atau
Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi s€rta pengawasan penyetmaffrya.

15. Kinerja Tertenhr adatrah pencapa.ian target penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daeratr yang
dijabarkan eecara triwulanan dqlcm lbrsturan Bupatl

BAB II

TARGEtr PENERIMAAN PA.JAK DAERAH
DAN REIRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Taryet penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daeratr
ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pqiak Daerah
dan Retribusi Daerah yang t€lah ditetapkan dalam APtsD
Tahun

(2) Target
2019.

Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah
sebaAaimana dimaksud pada a5ra.t (1) ditetapl€n per

daritriwulan dan diiabarkan sesuai jenis
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Taget Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
per triwulan ditetapkan sebagai berikut:
a. triwulan I ditetapkan sebesar l5o/o (lima belas

perseratus) dari Target Fenerimaan;
b. sampai dengan Eiwulan II ditetapkan sebesar rto%

(erpat puluh perseratus) dari Target Penerimaan;



c. sampai dengnn trinrulan III ditetapkan sebesar 7$%

(tqiuh ptiluh tima pers€ra.tus) dari Target

Ferrerimaan;

d. sampai dengan hfufulan IV ditetapkan sebesar lOOflo

(seratus perss-r trrs) dafi Target pencrimasr.

BAB IE..

DASAR PEMBAYARAT{ tNSETiTflF

Pasal S

Fenetapn target pcncrimaan Fqiak Dacrah tlan Retribusl
Dacrah per trirmrlan sesrrai dcqgen jenis penerimssn Pqiak

Daerah dan Retibl.ret Daerah digma*an sebagBi dasar
pmbeyaran insentif pcmrrngutan Pejak Daeratr dan

Retribusi Daeirah.

BAB IlI
KBTENTI]AFI PENUTI.'P

Fasal 4

Feratrrran Eupaf iai mulai berlsku pada tsngal
dhrndangkan.

AgBr oetiap, offing Inengetetrlrinya, mernerintahlsan
pengundansa$ Feraturas tsupati ini dcngan penempatdrnya
dnlnm tserita Da€mah Kabupaten Torqia Utara.

Ditetapkan di Rarrtepao

tansal e $amiect 2019

LFTARA,

PAEMBOI'TAN.

r, A

t
.l
o

Diufl{aaglan di Bq$t€pao
pada tanggnt a re$rg;r.i rex,

DAERATI
(ITARA,

I(ABI'PATEN TORAIA IJTARA TAHUN 2AL9 NOMOR 4
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